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ABSTRAK 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganilisis pengaturan 

pembagian waris janda tanpa keturunan terhadap harta warisan suami menurut KHI, kedua 

untuk mengetahui bagaimana pembagian warisan janda tanpa keturunan pada masyarakat 

suku Samawa dan yang ketiga untuk mengetahui pandangan KHI terhadap pembagian 

janda tanpa keturunan pada masyarakat suku Samawa, Kabupaten Sumbawa Besar. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Melalui 

penelitian ini dilakukan pendekatan Per-Undang-Undangan (Statute Approach) dan 

Pendekatan Sosiologi (Sosiologis Approuch). Pengambilan data melalui observasi dan 

wawancara kepada informan yang telah ditentukan. Teknik analisa data yang digunakan 

adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) pengaturan pembagian 

waris janda tanpa keturunan terhadap harta warisan suami menurut KHI yaitu, seorang 

janda tanpa keturunan akan menerima porsi bagian waris ¼ dari harta suami yang 

meninggal, dalam KHI ¼ tersebut di ambil setelah dipotong dari harta bersama oleh istri 

(janda) bila ada harta bersama. 2) pembagian warisan janda tanpa keturunan pada 

masyarakat suku Samawa yaitu dalam pembagian warisan pada masyarakat Samawa 

khusunya untuk janda sesuai kesepakatan para keluarga dan dihadiri oleh para aparat desa 

dan tokoh masyarakat kemudian penyelesaiannya diselesaikan dengan cara tasaluh atau 

didalam bahasa Sumbawanya: (Tokal Keluarga). Tokal Keluarga adalah “mengundang 

anggota keluarga untuk membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan, 

salah seorang anggota keluarganya begitupun terkait dengan kewarisan. Yang bertujuan 

untuk mempererat tali Silaturrahim.yang bertujuan untuk memperat tali Silaturrahim. 3) 

pandangan KHI terhadap pembagian janda tanpa keturunan pada masyarakat suku Samawa 

yaitu sudah sangat bagus karna tidak bertentangan baik dengan hukum Islam atau 

Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut sudah sesuai dengan tujuan pembentukan hukum 

Islam, yaitu terwujudnya kemaslahatan ummat yang didasarkan kepada al-Qur’an dan 

hadis. 

 

Kata Kunci : Hak Waris, Janda,Tanpa Keturunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

 

 

 



xiv 

 

 

 

DAFTAR ISI 

HALAMAN SAMPUL ......................................................................................i 

HALAMAN JUDUL ......................................................................................... ii 

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .................................................. iii 

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI ............................................. iv 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .................................. v 

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .................................... vi 

PUBLIKASI KARYA ILMIAH ................................................................... vii 

MOTTO HIDUP ........................................................................................... viii 

KATA PENGANTAR  ......................................................................................ix 

ABSTRAK INDONESIA ................................................................................ xii 

ABSTRAK INGGRIS ................................................................................... xiii 

DAFTAR ISI ....................................................................................................xiv 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang .......................................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah ..................................................................................... 5 

C. Tujuan Penelitian ....................................................................................... 5 

D. Manfaat Penelitian ..................................................................................... 5 

E. Orisinalitas Penelitian ............................................................................... 6 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Pewarisan KHI ................................................. 14 

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam ..................................................... 14 

2. Pengertian Waris Menurut KHI ............................................................ 14 

3. Istilah-Istilah Hukum Waris .................................................................. 16 

4. Unsur-Unsur Kewarisan Menurut KHI  ................................................ 17 

5. Ahli Waris Dan Besarnya Bagian Menurut KHI  ................................. 18 

6. Metode Pembagian Waris Menurut KHI  ............................................. 24 

7. Aul dan Rad  .......................................................................................... 25 

8. Penghalang Terlaksanakanya Hak Waris Menurut KHI  ...................... 30 



xv 

 

 

 

B. Wasiat Menurut KHI ................................................................................. 31 

1. Pengertian Wasiat  ................................................................................. 31 

2. Rukun dan Syarat Wasiat  ..................................................................... 31 

3. Barang Wasiat  ...................................................................................... 33 

4. Redaksi (Sighat) Wasiat ........................................................................ 34 

5. Batasan Wasiat  ..................................................................................... 34 

6. Pembatalan Wasiat  ............................................................................... 35 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian ..........................................................................................37 

B. Pendekatan Penelitian................................................................................ 38 

C. Jenis Data Dan Bahan Hukum  ................................................................. 39 

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Dan Data  ....................................... 40 

E. Teknik Analisa Bahan Hukum Dan Data  ................................................. 41 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pengaturan Pembagian Waris Janda Tanpa Keturunan Terhadap Harta Suami 

Menurut Kompilasi Hukum Islam  ............................................................ 42 

B. Pembagian Warisan Janda Tanpa Keturunan Pada Masyarakat Suku  

Samawa  .................................................................................................... 46 

C. Pandangan KHI Terhadap Pembagian Warisan Janda Tanpa Keturunan Pada 

Masyarakat Suku Samawa  ....................................................................... 51 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan ............................................................................................... 54 

B. Saran  ......................................................................................................... 55 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

  



 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik atas 

harta warisan (Tilka). 1 Ahli waris adalah orang yang meninggal  baik karena kematian 

alami atau karena hukum, meninggalkan ahli waris, dan juga pemilik harta warisan. Ahli 

waris yang benar-benar meninggal adalah yang meninggal dan disaksikan oleh masyarakat 

umum. Kematiannya tidak lagi menjadi masalah, karena ia dilihat langsung oleh keluarga 

dan kerabat lainnya. Kematian menurut undang-undang adalah orang yang telah 

dinyatakan meninggal oleh putusan pengadilan karena pihak keluarga tidak mengetahui 

keberadaannya, dan pihak keluargalah yang menentukan status orang yang tidak diketahui 

tempat tinggalnya, termasuk orang hilang/Mahkud. 

Soal waris, kita butuh undang-undang yang memberikan rasa aman bagi 

masyarakat Indonesia. Berhadapan dengan masalah genetik dan kemauan, seringkali 

muncul karena konflik kependudukan dan berbagai pilihan hukum yang menjadi acuan 

penyelesaiannya. Apalagi itu adalah faktor alam bagi orang yang cenderung kaya raya. 2 

 Hukum waris  Indonesia  masih sangat multidimensi (diversifikasi). Di dalam 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku berbagai sistem hukum waris. Yakni 

hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat yang dijelaskan dalam 

Buhharik Vetbeek (BW). Keanekaragaman hukum ini semakin nyata, karena hukum  adat 

yang berlaku dalam pewarisan tidak bersifat unik dan tergantung pada jenis masyarakat 

dan sistem keluarga Indonesia. Selama ini Indonesia  belum memiliki satu  hukum waris 

                                                 
1 Sup∂rdín, Fíqíh M∂w∂rís D∂n Hukum Kew∂rís∂n, cet. 1, (M∂k∂ss∂r: CV Berk∂h Ut∂mí), h∂l 62-63 
2 ∂hm∂d Rofíq, Fíqíh M∂w∂rís, cet. 2, (J∂k∂rt∂: PT R∂j∂ Gr∂fíndo Pers∂d∂, 1995), h∂l 12 
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yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum waris yang berlaku bagi masyarakat 

Indonesia secara keseluruhan masih berbeda mengingat penilaian warga negara.3 

Hukum waris merupakan  bagian dari semua hukum perdata  dan merupakan bagian 

terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ranah kehidupan 

manusia. Karena semua manusia  mengalami peristiwa hukum yang disebut kematian. 

Akibat hukum dari kematian meliputi masalah pengurusan dan kelanjutan hak dan 

kewajiban orang yang meninggal. Undang-undang Warisan mengatur tentang hak dan 

kewajiban anumerta seseorang. 

Salah satu persoalan hukum waris  Indonesia menyangkut hak ahli waris janda 

untuk diperhatikan oleh janda, yaitu status janda. Penulis tertarik untuk membahas 

mengenai letak ahli waris janda  dalam kumpulan hukum Islam. Dalam kompilasi hukum 

Islam, Pasal 174  (1) (b) menyatakan bahwa “duda atau janda adalah ahli waris yang timbul 

dari adanya hubungan perkawinan”.4 

Persekutuan perkawinan dapat timbul tidak hanya berdasarkan hubungan 

keperdataan seperti hak dan kewajiban perkawinan, harta bersama, status anak, hak dan 

tanggung jawab orang tua, tetapi juga berdasarkan hubungan adat, warisan keluarga, dan 

kekerabatan. Keterikatan, adat, dan upacara keagamaan. Perkawinan juga mencakup 

kewajiban untuk menaati perintah dan larangan agama dalam kehidupan bermasyarakat 

baik untuk sesama manusia (Muamara) dan Tuhan (ibadah), dan dengan demikian untuk 

dunia dan akhirat selamanya.5 

                                                 
3 M.Ídrís R∂mulyo, “Su∂tu Perb∂ndíng∂n ∂nt∂r∂ ∂j∂r∂n Sj∂fí’Í d∂n W∂sí∂t W∂jíb dí Mesír, tent∂ng Pemb∂gí∂n H∂rt∂ 

W∂rís∂n untuk Cucu Menurut Ísl∂m”, M∂j∂l∂h Hukum d∂n Pemb∂ngun∂n No. 2 Thn. XÍÍ M∂ret 1982, J∂k∂rt∂: FHUÍ, 

1982, hlm 153. 
4 Ínpres Nomor 1 T∂hun 1991 Tent∂ng Kompíl∂sí Hukum Ísl∂m 
5 F∂tíh∂tur, ∂nh∂r, ∂zzlíf∂, et. ∂ll, Dílem∂ perk∂wín∂n ∂d∂t Sumb∂w∂ dí m∂s∂ p∂ndemíc covíd 19, Jurn∂l ∂l Huk∂m∂, the 

Índonesí∂ jurn∂l of Ísl∂míc F∂míly l∂w, Volume 10, Nomor 2, Desember 2020 h∂l. 385, ÍSSN : 2089-7480. 

http://jurn∂lfsh.uínsby.∂c.íd/índex.php/∂lhukum∂/∂rtícle/víew/1090/815.  

http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/1090/815
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Menurut masyarakat Tausamawa atau Sumbawa, pernikahan adalah  ikatan antara 

seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk memiliki keluarga dan  keturunan 

sebagai penerus keluarganya. Perkawinan juga bertujuan untuk memajukan keluarga dalam 

hal agama dan kepercayaan hukum adat dan istri dan suami. Perkawinan ini menimbulkan 

hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Tujuan dari pernikahan adat Sumbawa 

adalah kesempatan untuk menggambar silsilah dan dibagi menjadi beberapa kelompok 

oleh keturunan yang ada.6 

Saat menikah, banyak proses di Sumbawa yang berlangsung hingga disahkan oleh 

agama dan negara. Prosesi ini melibatkan banyak  keluarga dan masyarakat dari pihak 

suami atau pihak istri untuk mendukung segala kegiatan pranikah hingga pelaksanaan 

hajatan yang disebut dengan pernikahan. Sebelum pernikahan, Anda perlu melakukan 

beberapa prosesi adat seperti Bajajak, Bakatoan, Septeslen, Nyoron, Barodak, Nika, 

Basay.7 

Orang Indonesia yang berbeda agama dan kepercayaan memiliki jenis kekerabatan 

yang berbeda dengan sistem pewarisan yang berbeda. Menurut Wirjono Prodjodikoro, 

“Ada tiga jenis kelompok kekerabatan dan kekerabatan di antara masyarakat adat 

Indonesia. Pertama, kelompok keluarga patrilineal (patrilineal). Kedua, kelompok keluarga 

ibu (matrilineal). Ketiga. Selain itu, kelompok ayah (parental atau bilateral) kelompok 

keluarga." 

                                                 
6 F∂tíh∂tur, ∂nh∂r, ∂zzlíf∂, et. ∂ll, Dílem∂ perk∂wín∂n ∂d∂t Sumb∂w∂ dí m∂s∂ p∂ndemíc covíd 19, Jurn∂l ∂l Huk∂m∂, the 

Índonesí∂ jurn∂l of Ísl∂míc F∂míly l∂w, Volume 10, Nomor 2, Desember 2020 h∂l. 385, ÍSSN : 2089-7480. 

http://jurn∂lfsh.uínsby.∂c.íd/índex.php/∂lhukum∂/∂rtícle/víew/1090/815.  
7 F∂tíh∂tur, ∂nh∂r, ∂zzlíf∂, et. ∂ll, Dílem∂ perk∂wín∂n ∂d∂t Sumb∂w∂ dí m∂s∂ p∂ndemíc covíd 19, Jurn∂l ∂l Huk∂m∂, the 

Índonesí∂ jurn∂l of Ísl∂míc F∂míly l∂w, Volume 10, Nomor 2, Desember 2020 h∂l. 386-387, ÍSSN : 2089-7480. url: 

http://jurn∂lfsh.uínsby.∂c.íd/índex.php/∂lhukum∂/∂rtícle/víew/1090/815. 
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Masyarakat Sumbawa pada umumnya menganut sistem parental atau bilateral 

dalam pewarisan sehingga diberikan hak yang sama antara laki-laki dan  perempuan, baik 

laki-laki maupun perempuan, termasuk suami dan istri,  anak laki-laki dan perempuan, 

termasuk keluarga laki-laki dan perempuan. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak 

perempuan mewarisi dari kedua orang tuanya, dan bahkan janda dan janda  saling 

mewarisi. Padahal, proses pengalihan harta kepada ahli waris, khususnya anak baik putra 

maupun putri, biasanya dimulai ketika orang tua atau ahli waris masih hidup. Dan sistem 

pembagian waris masyarakat ini bersifat pribadi, dan harta warisan  dapat dibagikan dari 

pemilik atau ahli waris kepada  ahli waris dan merupakan milik pribadi.8  

Menurut Hazaylin, ada tujuh kelompok prioritas bagi orang tua atau ahli waris 

bilateral. Artinya, ada kelompok ahli pertama, kelompok ahli waris kedua, kelompok ahli 

waris ketiga, dan seterusnya, sampai kelompok ahli waris ketujuh. Kelompok prioritas di 

sini berarti batas-batas hukum  antara kelompok keluarga ahli waris yang paling berhak 

atas harta warisan ahli waris. H. Kelompok pertama didahulukan dari kelompok kedua, 

kelompok kedua didahulukan dari kelompok ketiga.9 

Oleh karena itu, penulis menulis sebuah penelitian yang berjudul “Hak Waris Janda 

Dalam Perkawinan Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Kompilasi Hukum Islam  

(KHI) Pada Masyarakat Suku Samawa” untuk menyelesaikan permasalahan hukum 

Indonesia khususnya yang berkaitan dengan Warisan. 

 

 

 

                                                 
8 Bush∂r Muh∂mm∂d, Pokok-Pokok Hukum ∂d∂t, (J∂k∂rt∂: Pr∂dny∂ P∂r∂mít∂, 1981), hlm. 10.  
9 H∂z∂írín, Hukum Kekelu∂rg∂∂n N∂soín∂l, hlm. 17. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan suatu masalah  

sebagai berikut: 

1. Baigaimana penigaturan pemibagian wairis jan ida ta inpa keiturunan terh iadap hairta suaimi 

meniurut KiHI ? 

2. Baigaimana pa indangan KiHI terihadap peimbagian wiarisan ja inda tanipa keturiunan pa ida 

masyiarakat suiku Saimawa ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang  penulis capai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untiuk mengietahui pengatuiran pemibagian wiaris janida tainpa ketuirunan terh iadap hairta 

suaimi meniurut KiHI 

2. Untiuk menigetahui paindangan KiHI terhaidap pemibagian wariisan jan ida tan ipa ketuirunan 

padia masya irakat siuku Saimawa  

D. Manfaat Penelitian 

Berikut manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini: 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu 

hukum dan hukum waris. Secara khusus bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam 

rangka pengembangan ilmu dan penelitian tentang hak waris janda dalam perkawinan 

tanpa anak, khususnya dalam rangka penyusunan syariat Islam di wilayah adat. 

masyarakat Samawa. 

2. Manfaat Praktis. 
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Dengan membandingkan hak waris janda dalam perkawinan tanpa anak, 

khususnya dari perspektif penataan syariat Islam di masyarakat adat Samawa, kita 

dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan pemahaman yang lebih kepada 

masyarakat. 

3. Manfaat Akademik 

Studi ini merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada 

Tingkat Sarjana (S1)  Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. 

E. Orisinalitas Penelitian 

Menganalisis penelitian terdahulu merupakan salah satu cara untuk menemukan 

orisinalitas penelitian. Penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini adalah: 

1. Aibi Yogia Hariahap, 200i6. Skriipsi Denigan Judiul: Hiak Wairis Janida Dailam Perikawinan 

Yaing Tiidak Meimiliki Ketiurunan (Stiudi Putiusan Maihkamah Agiung Niomor Peirkara 

7i3K/AiG/20i15). Uniiversitas Siumatera Utiara. 

Pertanyaan yang diajukan adalah: Tidak masalah kedudukan janda dalam 

pewarisan suami  menurut hukum Islam, persentase janda tanpa anak menurut hukum 

Islam, putusan Mahkamah Agung nomor perkara 73K/AG/2015 Pertimbangan hukum 

Hakim dari perspektif hukum Islam.  

 Jenis penelitian yang digunakan dalam  penelitian ini adalah hukum normatif 

dan penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Singkatnya, penyelidikan ini diharapkan 

dapat memberikan penjelasan yang rinci dan sistematis tentang masalah yang 

diselidiki. Data dikumpulkan dari penelitian kepustakaan (library research) melalui 

penelitian kepustakaan. 



7 

 

 

 

Menurut hukum Islam, janda adalah ahli waris dari  suaminya yang telah 

meninggal dan  termasuk dalam golongan ahli waris Dzulfaraidh (para ahli waris yang  

telah ditentukan bagiannya), maka ia memperoleh bagian tertentu. Faktanya, banyak 

janda yang meninggal tanpa anak pada suaminya, seperti dalam Perkara No. 

73K/AG/2015, yang menjadi acuan analisis. Dalam sistem waris Islam, janda 

merupakan ahli waris utama, sehingga ia tidak diganggu (disembunyikan) oleh ahli 

waris lainnya. Namun, meskipun tidak memiliki anak, janda itu tidak mewarisi seluruh 

harta warisan, melainkan kepada orang tua dan kerabat pewaris. Seorang janda tanpa 

keturunan  menerima seperempat dari ahli waris  dari harta almarhum suaminya. Di 

KHI, jika ada harta bersama, 1/4 akan diperoleh setelah  istri (janda) memotong harta 

bersama. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 

73K/AG/2015 tentang pembagian harta warisan suami yang bebas masalah, hakim 

Mahkamah Agung menyetujui putusan  Pengadilan Agama Padangsidempuan pada 

Mahkamah Agung Medan. Dalam hal Perkara 182/Pdt.G/PA.Psp, dimana ibu dari 

pewaris yang meninggal tidak patuh sebagai pihak dalam perkara, maka perkara 

tersebut dihentikan karena ibu dari pewaris yang meninggal itu bersama istri dari 

almarhum. ahli waris, aku melakukannya. Dihadirkan sebagai tergugat  dengan 

keputusan Majelis Hakim yang menolak tuduhan penggugat karena ibu dari pewaris 

yang meninggal tidak dapat menguasai harta waris, sedangkan ibu dari pewaris yang 

meninggal itu keliru dihadirkan sebagai tergugat. 

2. Rizki Febri Hadiyati, 2010. Skripsi Dengan Judul: Kedudukan janda terhadap harta 

warisan suaminya menurut hukum waris adat Bali (Studi Penelitian pada masyarakat 
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Bali di Denpasar Timur, Kabupaten Badung, Kecamatan Kesiman, Desa Keltarang). 

Universitas Sumatera Utara. 

Permasalahan yang dibahas adalah perubahan kedudukan janda dalam hukum  

adat Bali,  pembagian harta warisan dalam hukum  adat Bali, dan upaya janda ketika 

pembagian harta warisan almarhum tidak dapat diselesaikan sesuai dengan hukum adat  

Bali.  

 Jenis survei yang digunakan adalah deskriptif analisis. Ini berarti menganalisis 

data  berdasarkan  teori hukum  umum yang digunakan untuk menggambarkan 

kumpulan data lainnya. Dengan pendekatan hukum normatif, selain untuk mendukung 

hasil penelitian ini juga dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai 

narasumber. 

Dari hasil penelitian, asas perampasan silsilah dalam  sistem sosial kuno, dapat 

dikatakan bahwa peran perempuan Bali dan janda  tidak ada karena  norma yang 

mengatur sistem tersebut umumnya bersifat paternal. Dengan  perkembangan dan 

kemajuan masyarakat, norma-norma sistem retret garis  telah berubah. Janda 

Perempuan Dalam suasana adat Bali, seorang janda sebenarnya tidak ditelantarkan 

atau diasingkan sesuka hati, tetapi sebagai seorang janda yang menjalankan 

Dharmanya sebagai seorang janda, ia selalu Dalam memenuhi kewajibannya, 

mengasuh anak, menjaga harta suami, jaga baik-baik bait suci keluarga, dan jangan 

menyia-nyiakan harta almarhum. Status janda sebagai pengelola barang (karuta) hanya 

sebatas hak dan wewenangnya dalam pengurusan  dan bukan merupakan disposisi 

yang mutlak sekalipun dikuasai oleh salah satu  anak ahli waris. .. Hukum adat 

Pengadilan Lard-Kerta tentang pewarisan berdasarkan Catur Woodara 
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menggambarkan pengaruh perkawinan dan sistem pembagian warisan dalam hal 

jumlah istri. Oleh karena itu, ada empat kemungkinan. Artinya, brahmana dengan 

empat rejeki istri dibagi menjadi sepuluh bagian, ksatria dengan tiga rejeki istri  dibagi 

menjadi enam bagian, dan waisha dengan dua rejeki istri dibagi menjadi tiga bagian. 

.. Sudra dengan istrinya tidak berbagi kekayaan. Dan usaha janda pada saat pembagian 

warisan suami yang meninggal dilakukan oleh pengadilan dan  adat setempat.  

3. Bill C.P Simanjorang, 2017. Skripsi Dengan Judul: Kedudukan janda masyarakat adat 

Batak Toba setelah menikah karena meninggal dan bercerai di Calorie Gency. 

Universitas Gadjah Mada. 

Isu yang diangkat adalah kedudukan janda dalam masyarakat Batak Toba 

setelah perceraian karena kematian dan  perceraian, dan kedudukan janda dalam 

masyarakat Batak Toba mengenai warisan karena keputusan perkawinan mati.  

 Studi normatif dan empiris digunakan sebagai jenis studi. Penelitian untuk 

menyelidiki masalah dan masalah yang benar-benar terjadi berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. Metodologi pengumpulan data dalam survei ini dilakukan 

dengan mewawancarai responden dan narasumber sebagai data primer dan 

memperjelasnya dengan data sekunder.  

Hasil pemeriksaan yaitu status janda masyarakat Batak Toba setelah putusnya 

perkawinan karena kematian dan  perceraian, yaitu status janda setelah kematian, yaitu 

jika janda tidak tidak menikah lagi, jika dia bersama kerabat suaminya, tidak demikian 

halnya jika janda  memilih  menikah lagi dengan seseorang di luar kerabat  suaminya 

yang telah meninggal, yaitu jika perceraian (Pasaehon) mengembalikan kayu manis 

yang diberikan. Kedudukan janda akibat perceraian adalah bahwa janda  kembali atau 
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kembali kepada kerabat  orang tuanya. Bagi wanita yang mengajukan  cerai,  kerabat 

wanita mengembalikan kebenaran kepada kerabat suaminya. Suami wajib menafkahi 

anak jika ia memilikinya. Kedudukan janda atas penyebab meninggalnya harta 

warisan, yaitu penyebab meninggalnya janda, tidak berhak atas harta warisan, tetapi 

janda berhak  menikmati dan mengurus kebutuhan sehari-hari, kemudian harta 

pusaka/warisan diwarisi. oleh anak jika tidak ada anak meningkat. , Mereka diberikan 

kepada kerabat laki-laki suaminya.    

4. Ferdy Ridho, 2012. Skripsi Denagn Judul: Hak waris ahli waris golongan kedua (studi 

kasus di Pengadilan Negeri Medan nomor berkas: 127/PDt.G/2008/PN.Mdn). 

Universitas Sumatera Utara. 

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah perkiraan status hukum ahli waris  

setelah dikeluarkannya keputusan penetapan ahli waris, dan keputusan hukum 

pengukuhan perkawinan  ahli waris. Oleh seorang notaris.  

 Jenis penyidikan yang digunakan bersifat normatif dan deskriptif, dan 

pendekatan yang digunakan adalah  pendekatan hukum (statutory). Data dalam 

penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui 

penelitian dokumenter bahan pustaka. Teknologi pengumpulan data dalam penelitian 

ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Dalam 

penelitian ini, analisis data  dilakukan dengan pendekatan kualitatif karena berusaha 

mendeskripsikan dan menganalisis masalah yang ada dengan kalimat-kalimat yang 

sistematis untuk mencapai suatu kesimpulan  yang jelas dan benar. 

Dalam bidang hukum, hasil penelitian yang merupakan salah satu akibat dari 

meninggalnya seseorang di dunia ini  adalah masalah kondisi harta warisan. Masalah 
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pertama yang muncul ketika seseorang meninggal  adalah hukum waris yang  erat 

kaitannya dengan hukum  orang yang meninggal. Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dan Ketetapan Nomor 9 Tahun 1975 yang memberlakukan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak  mengatur tentang pewarisan/harta benda 

pada saat meninggal dunia. Pasal 41 merupakan akibat putusnya perkawinan karena 

perceraian. Oleh karena itu menurut Pasal 66  hukum waris masih bersifat 

multidimensi (,) dan hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata akan tetap  berlaku 

bagi mereka yang dicakup oleh KUHPerdata/BW. Masalah waris ini sering 

menimbulkan kontroversi dan masalah bagi ahli waris. Karena itu langsung tentang 

milik mereka sendiri dan milik orang dianggap berharga. Hal ini sering menimbulkan 

konflik dan perselisihan dalam pengelolaan harta warisan. Dengan dikeluarkannya 

surat penegasan yang ditandatangani setelah ahli waris meninggal dunia, maka ahli 

waris Golongan II mempunyai kedudukan yang teguh sebagai ahli waris, karena  ahli 

waris golongan pertama tidak ada, dan ahli waris golongan II memilikinya. hak untuk. 

Memiliki. Keputusan untuk mengukuhkan sebagai ahli waris akan memfinalisasi 

kedudukan ahli waris Golongan II. Jika Anda melamar untuk menikah setelah 

kematian pasangan Anda, salah satu tanggungan yang masih hidup akan melampirkan 

surat yang diperlukan. Menurut ketentuan Pasal 1, Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang 

1974, Anda dapat mengajukan surat pernyataan nikah jika perkawinan itu sah secara 

agama. Akta waris yang dikeluarkan oleh notaris merupakan akta asli yang tidak hanya 

membuktikan bahwa para pihak telah menyatakan isi akta tersebut,  tetapi juga 

menyatakan bahwa apa yang tercantum dalam akta waris  adalah benar. Oleh karena 

itu, akta waris yang dibuat oleh notaris sangat berharga dan mengikat sebagai alat bukti 
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formal dan penting. Disarankan agar  tata cara penetapan akta nikah setelah kematian 

pasangan diatur agar penetapan akta nikah yang diminta pihak  yang jahat itu benar. 

Dalam hal perkawinan yang tidak dicatatkan, apalagi jika pihak perempuan tidak 

mengetahui tentang sahnya perkawinan tersebut, maka kedudukannya sebagai ahli 

waris suami sangatlah lemah. Oleh karena itu  masih banyak  perkawinan yang tidak 

dicatatkan untuk melindungi status perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan, 

sehingga diperlukan sosialisasi untuk melegalkan perkawinan kepada masyarakat luas. 

Disarankan untuk membuat akta warisan diaktakan di notaris sehingga bersifat formal 

dan praktis final dan mengikat. 

5. Panji Bramantisha, 2014. Skripsi Dengan Judul: Gambaran umum sistem pewarisan 

adat Bunten Madura Barat (Sankoran) dan pembagian warisan janda dalam hukum 

Islam. Universitas Padjajaran. 

Pertanyaan yang diangkat adalah bagaimana status dan status hak waris  janda 

dalam  Hukum  Adat Madura terkait dengan hukum Islam, dan bagaimana proses 

penyelesaian sengketa pembagian harta warisan janda dalam Warisan Adat Madura.   

 Jenis penyidikan yang digunakan adalah  normatif, yaitu  metode yang 

digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari peraturan tertulis atau penyidikan 

hukum lainnya  terkait dengan pembagian warisan janda di Kotamadya Bunten Barat 

Madura Pendekatan hukum.  

Dari hasil penyidikan bahwa status janda menurut  Adat Madura Barat Bunten  

bukan ahli waris, menurut Adat Madura ahli waris satu-satunya adalah anak, dan 

menurut Hukum Waris Islam janda adalah ahli waris harta suami.(Dzul faraidh, yaitu 

ahli waris yang bagiannya telah diputuskan ketika asas dan syarat perkawinan, 
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termasuk janda, terpenuhi). Jika Anda memiliki anak, janda akan menerima 

seperdelapan dari harta Anda, dan  jika Anda tidak memiliki anak, Anda akan 

menerima seperempat. Pengaturan tentang pembagian harta warisan dari janda dalam 

sistem hukum waris dilakukan oleh sesepuh biasa sebagai penasehat keluarga dan/atau 

perantara. Menurut hukum Islam, ini dilakukan melalui tiga sistem: perdamaian 

(alshulh), arbitrase (attahkim), dan keadilan. Kekuasaan mutlak Inkuisisi diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Inkuisisi. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

a. Tinjauan Umum Tentang Pewarisan KHI 

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam 

Secara etimologis, "Kom ipilasi" berarti susunan yang teratur dari koleksi atau 

suntingan. Istilah ini digunakan sebagai terjemahan literal dalam kata bahasa Indonesia 

"Koimpilasi". Dalam kamus Universitas Word Webster, penyuntingan didefinisikan 

sebagai "mengumpulkan materi yang tersedia dalam format yang terorganisir, seperti  

buku, dan mengumpulkan berbagai jenis data."10 

Dalam konteks hukum, kom ipilasi itu sedikit kurang dari coding, yang berarti 

pembukuan (altadwin), kumpulan buku yang berisi undang-undang tertentu atau  

aturan dan bahan hukum tertentu, pendapat hukum, dan bahkan aturan hukum, itu 

berbeda.11 

2. Pengertian Waris Menurut KHI 

Undang-undang Waris adalah undang-undang yang mengatur tentang peralihan 

kepemilikan harta warisan (tirkah) seorang ahli waris dan menentukan siapa  yang 

berhak menjadi ahli waris dan besarnya masing-masing (Pasal 171a, KHI). 12 Metode 

genetik KHI terutama didasarkan pada metode Farade. Dalam Al-Qur'an, aturan 

hereditas biasanya diatur dalam surat annisa` [4]: 11-1213 

ُ فِيْْٓ اوَْلََدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثلُْ حَظ ِ الَْنُْثيَيَْنِ ۚ فاَِنْ كُنَّ نسَِاۤءً فَوْقَ اثنْتَيَْنِ فَ  ُُنَّ ثلُثُاَيوُْصِيْكُمُ اللّٰه مَا ترََكَ ۚ وَاِنْ  لَ

ا ترََكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلدَ   مَا السُّدسُُ مِمَّ ُُ نْ ا الن ِصْفُ ۗ وَلَِبَوََيْهِ لِكُل ِ وَاحِدٍ م ِ َُ  ۚ فَاِنْ لَّمْ يكَُنْ لَّهٗ كَانتَْ وَاحِدةًَ فلََ

                                                 
10 Lewís Mulfered ∂dms dkk, (ed), Webster’s Word Uníversíty Díctíon∂ry, (W∂shíngton DC: Publísher Comp∂ny 

Ínc,1965), h. 213 ∂t∂u M∂rzukí W∂híd d∂n Rum∂dí, Fíqh M∂zh∂b Neg∂r∂, (Yogy∂k∂rt∂: LKÍS, 2001), H. 142 
11 ∂bdurr∂hm∂n, Kompíl∂sí Hukum Ísl∂m dí Índonesí∂, (J∂k∂rt∂: ∂k∂demík∂ Pust∂k∂ Pressíndo, 1992), h. 12 ∂t∂u M∂rzukí 

W∂híd d∂n Rum∂dí, Fíqh.., h. 143 
12 Kompíl∂sí Hukum Ísl∂m, Dep∂rtemen ∂g∂m∂ RÍ, (J∂k∂rt∂: 2007), h∂l. 114   
13 Dítbínb∂per∂, Berb∂gí P∂nd∂ng∂n Terh∂d∂p Kompíl∂sí Hukum Ísl∂m, (J∂k∂rt∂: ∂l-Híkm∂h ) h∂l. 187 
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هِ الثُّلثُُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهْٗٓ اخِْوَة   وَرِثهَْٗٓ ابَوَٰهُ فلَِِمُ ِ آْ اوَْ ديَْنٍ ۗ  وَلدَ  وَّ َُ هِ السُّدسُُ مِنْْۢ بعَْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِ فلَِِمُ ِ

َ كَ  ِ ۗ اِنَّ اللّٰه نَ اللّٰه مْ اقَْرَبُ لكَُمْ نَفْعاً ۗ فرَِيْضَةً م ِ ُُ انَ عَلِيْمًا حَكِيْمًااٰبَاۤؤُكُمْ وَابَْناَۤؤُكُمْۚ لََ تدَْرُوْنَ ايَُّ  

ا ۞ وَلكَُمْ نصِْفُ مَا ترََكَ اَ  بعُُ مِمَّ ُُنَّ وَلدَ  فلَكَُمُ الرُّ ُُنَّ وَلدَ  ۚ فَاِنْ كَانَ لَ زْوَاجُكُمْ انِْ لَّمْ يكَُنْ لَّ

ا ترََكْتمُْ اِنْ لَّمْ يكَُنْ لَّكُ  بعُُ مِمَّ ُُنَّ الرُّ آْ اوَْ ديَْنٍ ۗ وَلَ َُ كُمْ مْ وَلدَ  ۚ فَاِنْ كَانَ لَ ترََكْنَ مِنْْۢ بعَْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِ

آْ اوَْ ديَْنٍ ۗ وَانِْ كَانَ رَجُل  يُّوْ  َُ نْْۢ بعَْدِ وَصِيَّةٍ توُْصُوْنَ بِ ا ترََكْتمُْ م ِ ُُنَّ الثُّمُنُ مِمَّ ُُ كَلٰلَةً اوَِ امْرَاةَ  وَلدَ  فلََ رَ

ا اكَْثرََ مِنْ  مَا السُّدسُُۚ فَاِنْ كَانوُْْٓ ُُ نْ لَهْٗٓ اخَ  اوَْ اخُْت  فلَِكُل ِ وَاحِدٍ م ِ مْ شُرَكَاۤءُ فِى الثُّلثُِ مِنْْۢ بعَْدِ  وَّ ُُ ذٰلِكَ فَ

ُ عَلِيْم  حَلِيْم ۗ  ِ ۗ وَاللّٰه نَ اللّٰه آْ اوَْ ديَْنٍٍۙ غَيْرَ مُضَاۤر ٍ ۚ وَصِيَّةً م ِ َُ  وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِ
 

Artinya: “Allah telah memerintahkan anak-anakmu untuk membagi warisan. 

(Artinya) bagian  anak laki-laki sama dengan bagian kedua anak perempuan. Dan jika 

semua anak-anak itu adalah perempuan yang berusia di atas dua tahun, dua pertiga 

dari harta itu diserahkan kepada anak-anak. Ketika dia (anak perempuan) sendirian, 

dia mendapat setengah (dari harta yang ditinggalkan). Bagi kedua orang tua, untuk 

setiap seperenam dari harta, jika dia (pewaris) tidak mempunyai anak dan itu (hanya) 

diwarisi oleh kedua orang tuanya, maka ibu mendapat sepertiga. Jika dia (almarhum) 

memiliki beberapa kerabat, ibunya akan menjadi seperenam. (Distribusi di atas) 

Hutangnya setelah (kinerja) atau (dan pembayaran) wasiatnya. (Tentang) Orang 

tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih 

menguntungkanmu. Ini adalah perintah Tuhan. Allah benar-benar maha tahu dan 

bijaksana. Anda (suami) adalah setengah dari kekayaan yang tersisa jika istri Anda 

tidak memiliki anak. Jika mereka (istrimu) memiliki anak, kamu akan menerima 

seperempat dari sisa (yang dipenuhi) atau (dan setelah melunasi hutang mereka) 

wasiat mereka. Jika Anda tidak memiliki anak, istri Anda akan mendapatkan 

seperempat dari kekayaan yang Anda tinggalkan. Jika Anda memiliki anak, istri Anda 

akan menerima seperdelapan dari harta yang Anda tinggalkan setelah Anda memenuhi 

wasiat Anda atau  setelah Anda membayar hutang Anda. Jika seorang laki-laki atau 

perempuan dengan saudara kandung atau saudara perempuan meninggal tanpa 

meninggalkan ayah dan anak laki-laki, seperenam dari properti akan dialokasikan 

untuk masing-masing dari dua saudara kandung. Namun, jika ada dua saudara 

kandung atau lebih, mereka akan bersama-sama tanpa ketidaknyamanan (kepada ahli 

waris) di bagian ketiga, setelah wasiatnya (pemenuhan) atau hutang (pembayaran). .. 

Ini adalah perintah Allah. Allah maha tahu dan toleran. (Qs.annisa`, [4]: 11-12)”.14 

 

Al-Qur'an menjelaskan ahli waris dan bagiannya dengan cukup rinci, 

sedangkan Al-Hadits juga menjelaskan beberapa  pembagian harta warisan. 

Diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra: 

 

                                                 
14 Kementrí∂n ∂g∂m∂ RÍ, ∂l-Qur∂n d∂n Terjem∂hny∂, (B∂ndung: SYGM∂ PUBLÍSHÍNG, 2011), h∂l 78-79. 
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. ىَ لِِوَْلَى رَجُلٍ ذكََرالَْحِقىُْا الْفرََاءِضَ بـِاهَْ  ُُ ا فمََا بَقِيَ فَ َُ لِ  

Artinya: “Berilah kepada mereka yang memiliki bagian tertentu sesuai dengan 

bagian masing-masing, dan kelebihan diberikan kepada orang yang lebih dekat, yaitu 

laki-laki yang lebih penting.”15 

3. Istilah-Istialah Hukum Waris 

Untuk memahami aturan dan kompleksitas hukum waris, hampir tidak dapat 

dihindari untuk terlebih dahulu menemukan beberapa istilah yang umum ditemui dan 

dikenal. Tentu saja, istilah-istilah ini merupakan bagian integral dari konsep pewarisan 

itu sendiri. Beberapa istilah tersebut dan artinya dijelaskan di bawah ini.16 

a. Waris 

Istilah ini berarti orang yang berhak menerima warisan (peninggalan) dari 

almarhum. 

b. Warisan 

Artinya warisan, pewaris, wasiat. 

c. Pewaris 

Orang yang mewarisi, yaitu orang yang meninggal dengan meninggalkan 

sebagian harta, warisan, dan  wasiat. 

d. Ahli waris 

 Dengan kata lain, semua ahli waris berhak atas harta yang ditinggalkan oleh 

ahli waris. 

e. Mewarisi 

Artinya, ketika Anda menerima warisan, semua ahli waris biasanya 

mewarisi harta yang ditinggalkan oleh ahli waris. 

f. Proses pewarisan 

Istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu: 

a) Ini berarti suksesi atau pengangkatan ahli waris selama hidup pewaris. 

b) Ini berarti pembagian properti setelah kematian pewaris. 

Mengenai beberapa istilah di atas, Hillman Hadicksma berpendapat dalam 

bukunya yang dikutip oleh Eman Sparman: Dalam keadaan tak terbagi."17 

 

 

 

 

                                                 
15 ∂lh∂fízh Íbn H∂j∂r ∂l-∂sq∂l∂ní, Bulughul M∂hr∂m, (trjmh Moh. M∂chfudín ∂lídíp),(Sem∂r∂ng: PT Toh∂ Putr∂ Sem∂r∂ng 

t.th) h∂l 479 
16 W.J.S Poerw∂rd∂mínt∂ “K∂mus Umum B∂h∂s∂ Índonesí∂”, (J∂k∂rt∂: Depdíkbud, Pus∂t Pembín∂∂n B∂h∂s∂ Índonesí∂, 

1982), 1148 
17 Poerw∂rd∂mínt∂ “K∂mus”, 21 
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4. Unsur-unsur Kewarisan Menurut KHI  

Unsur genetik KHI, atau yang  disebut pilar hereditas, harus ada untuk 

mewujudkan bagian hereditas di mana bagian hereditas tidak  ditemukan tanpa adanya 

Lucunlucana. Ada tiga jenis hukum waris: ahli waris, ahli waris, dan harta warisan. 

Arti dari unsur-unsur tersebut dijelaskan dalam (KHI Pasal 171 b, c, d, e). 

a. Pewaris (Pasal 171 b) 

Ahli waris adalah orang yang telah dinyatakan meninggal dunia pada saat 

kematiannya, atau yang telah dinyatakan meninggal dunia dengan putusan 

pengadilan Islam, dengan meninggalkan ahli waris dan ahli warisnya.18 

Ahli waris anumerta tidak memiliki hak untuk memutuskan siapa  yang akan 

menerima harta yang ditinggalkannya dan berapa banyak hak yang akan dia pindahkan, 

karena semuanya telah ditentukan dengan tepat dalam Al-Qur'an. Kuasa ahli waris 

untuk bertindak atas hartanya dibatasi sepertiga dari hartanya dalam bentuk wasiat. 

b. Ahli Waris (Pasal 171 c) 

Ahli waris adalah orang yang pada waktu meninggalnya masih kerabat atau 

menikah dengan ahli waris, beragama Islam, dan tidak dilarang oleh hukum untuk 

menjadi ahli waris.19 

Dalam  pengertian ahli waris, setiap orang yang mempunyai hubungan 

kekerabatan atau perkawinan dengan ahli waris dapat menyatakan bahwa ia berhak 

mewaris. 

 

 

                                                 
18 Kompíl∂sí Hukum Ísl∂m,.. h∂l 114 
19 Íbíd.,, h∂l 114 
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c. Harta Peninggalan (Pasal 171 d) 

Harta warisan adalah harta yang dimiliki oleh ahli waris atau harta yang 

ditinggalkan oleh ahli waris berupa hak-haknya.20 

d. Harta waris (Pasal 171 e) 

Harta Harta, selain harta warisan, membagi seluruh harta kekayaan setelah 

digunakan untuk keperluan almarhum selama sakit sampai meninggal dunia, 

memelihara jenazah (tajhiz), membayar hutang, dan sedekah dari orang yang 

dikasihi, itulah biayanya.21 

Untuk keperluan pasal sebelumnya, warisan dapat dibedakan sebagai harta 

yang ditinggalkan oleh ahli waris berupa benda-benda hasil dari ahli waris. Dengan 

kata lain, harta yang diwarisi adalah harta benda ketika yang meninggal meninggal 

dunia, dan harta warisan adalah harta yang  oleh ahli waris yang telah dirampas segala 

haknya dari  orang lain berhak untuk menerima dan memilikinya.  

Ini adalah tiga unsur warisan, dan jika salah satu dari ketiga unsur itu tidak ada, 

ahli waris  tidak dapat mewarisi. Bedakan antara pusaka KHI  dan pusaka. Hal ini juga 

dapat ditemukan dalam beberapa buku fiqih Islam yang menjelaskan tentang Farade. 

Namun, mereka pada dasarnya sama dan dapat dimasukkan dalam satu elemen. 

5. Ahli Waris Dan Besarnya Bagian Menurut KHI 

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi. 22 Oleh karena itu, untuk menjadi 

ahli waris sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 171c KHI), ada tiga syarat: 23  

a. Seseorang yang berhubungan atau menikah dengan ahli waris.  

                                                 
20 Íbíd.,, h∂l 114  
21 Íbíd.,, h∂l 114 
22 Z∂ínuddín ∂lí, Pel∂ks∂n∂∂n Hukum W∂rís Dí Índonesí∂, (j∂k∂rt∂: sín∂r gr∂fík∂, 2010), h∂l 47 
23 Kompíl∂sí hukum ísl∂m,.. h∂l 114 
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b.Muslim.  

c. Undang-undang tidak menghalangi Anda untuk menjadi ahli waris.  

 Hal ini  terlihat dari Pasal 172 KHI, dimana ahli waris dianggap Muslim jika 

diketahui dari tanda pengenal, pengakuan, adat dan kesaksian. Usia di mana agama 

sesuai untuk ayahnya atau lingkungannya.24  

Dari pasal di atas, jelaslah bahwa salah satu alasan mengapa seseorang menjadi ahli 

waris adalah karena Islam. Karena artikel ini menunjukkan bagaimana memperjelas 

status keislaman seseorang sebagai penyebab pewarisan dan merupakan syarat utama 

pewarisan. Selain itu, menjadi jelas bahwa alasan pewarisan dalam Pasal 174a adalah 

hubungan kekerabatan atau bentuk kekerabatan. Dan karena adanya hubungan 

perkawinan dalam Pasal 174 b. Salah satu alasan pemindahan harta orang yang  

meninggal  kepada orang yang masih hidup adalah karena adanya hubungan  atau 

kekerabatan di antara keduanya. Ini adalah hubungan silsilah sejak lahir. 

Oleh karena itu, dari Pasal 172 dan 174, kita dapat melihat bahwa waris  KHI 

berbentuk sebagai berikut:  

a. Berdasarkan hubungan (174 a) Dengan hubungan darah:  

- Kelompok laki-laki terdiri dari ayah, anak, saudara laki-laki, paman, dan kakek.  

- Kelompok perempuan  terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan 

dan nenek.  

b. Untuk perkawinan pada (Pasal 174b) Oleh karena itu, hubungan perkawinan terdiri 

atas:  

-  Janda atau janda.  

                                                 
24 Íbíd h∂l 115 
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c. Bagi Islam (Pasal 172)  

KHI juga memiliki keterangan tentang lingkaran ahli waris dan besaran bagian 

yang dijelaskan dalam Pasal 172-193. Ahli waris harus Muslim dan dianggap Muslim 

jika diketahui dari identifikasi atau denominasi atau adat istiadat. Kesaksian bahwa dia 

adalah seorang Muslim. Agama menurut ayah atau lingkungan (172KHI) untuk bayi  

baru lahir atau anak di bawah umur.  Pasal 174 KHI menyatakan:25 

a. Kelomipok-keilompok ahili  wariis teirdiri :  

a) Mienurut huibungan d iarah :  

- Goloingan laiki-laiki teridiri dairi : aiyah, aniak laiki-laiki, sauidara laiki-liaki, 

pamian dain kaikek. 

- Goliongan periempuan teridiri diari : iibu, aniak per iempuan, sai iudara 

perempiuan dairi neniek. 

b) Meniurut hubiungan  perikawinan  teirdiri diari :  

- dudia atiau jainda.26 

b. B. Jika semua ahli waris ada, hanya anak, ayah, ibu, dud ia, atau janda yang berhak 

mewarisi..27 

Untuk bagian Dzawil Furud yang ditunjuk oleh ahli waris, maka ahli waris yang 

disebutkan dalam suntingan adalah bagian yang ditunjuk dari masing-masing ahli 

waris, yaitu sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, tiga, dua menit. 

Ketentuan ini biasanya bersifat wajib  kecuali dalam hal-hal tertentu, seperti  

kekurangan harta (aul) dan kelebihan harta (radd).  

                                                 
25 Íbíd., h∂l 116 
26 Íbíd,.. h∂l 117 
27 Íbíd,.. h∂l 117 
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 Rincian masing-masing bagian  adalah sebagai berikut. 

A. Anak perempuan memiliki hak untuk berbagi:  

a) Setengah jika mereka hanya memiliki satu anak laki-laki dan tidak ada anak 

laki-laki  

b) Dua pertiga jika ada dua orang atau lebih tanpa anak laki-laki  

c) Jika anak perempuan bersama anak laki-laki, bagian anak laki-laki adalah 2:1 

(Pasal 176 KHI)  

b. Ayah berhak untuk berbagi:  

 a) Jika ahli waris tidak meninggalkan anak, ayah menerima bagian ketiga  

 b) Seperenam dari perkara pewaris meninggalkan anak (Pasal 177 KHI)  

 c. Ibu berhak untuk berbagi:  

 a) Seperenam dari bagian untuk anak-anak atau dua saudara kandung, atau lebih 

dari  

 b) Sepertiga jika tidak ada anak atau dua saudara kandung atau lebih  

c) Sepertiga sisanya diambil oleh janda atau janda dengan ayahnya (Pasal 178 

KHI).  

d. Janda berhak atas bagian sebagai berikut:  

 a) Separuh dari kasus dimana ahli waris tidak meninggalkan anak  

 b) Seperempat dari perkara dimana ahli waris mempunyai anak (Pasal 179 KHI).  

 Contoh: Janda berhak untuk membagi:  

a) Seperempat dari kasus ahli waris yang tidak meninggalkan anak  

 b) Seperdelapan, jika ahli waris meninggalkan anak (Pasal 180 KHI). 
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Seorang ahli waris dengan bagian yang tidak pasti (Asoba) memiliki sekelompok 

ahli waris dengan bagian yang tidak pasti dalam komposisi, dan jika tidak ada ahli waris, 

ia memiliki kesempatan untuk menerima semua harta dengan jumlah harta tertentu. Anda 

tidak akan menerima harta yang tersisa setelah pemisahan, baik karena Anda akan berbagi 

atau menerimanya, atau Anda akan dirampok oleh ahli waris yang memiliki bagian 

tertentu.  

 Bagian Ahli waris yang digolongkan sebagai ahli waris tidak ditentukan adalah:  

a. Anak laki-laki berhak untuk membagi:  

 a) 1 atau 2 orang  tidak mempunyai ahli waris lain pada atau, seluruh harta,  

b)  ahli waris lain menurut pembagian yang ditentukan Sisa harta setelah dibagi. c) 

Jika Anda memperoleh semua harta dengan putri Anda, bagian 2 sampai 1 dengan 

putri Anda jika Anda tidak memiliki ahli waris yang sah dan sebagian (Pasal 176 

KHI).  

b. Cucu laki-laki dan cucu perempuan  berhak menerima bagian yang sama dengan 

putranya (Syiah), dan bagiannya sama dengan ayah dan cucu dari bagiannya 2 

dibandingkan satu dengan cucunya.Tidak melebihi bagian (Pasal 176) . Pasal 185  

c.  Anak perempuan dan anak laki-laki dari saudara tiri atau saudara tiri berhak atas 

bagian yang sama dengan ayah, dan bagian itu tidak boleh melebihi bagian ahli 

waris yang  sama dengan ayah dan  bagian anak laki-laki dibandingkan dengan 

bagian anak perempuan. Hmm (Pasal 182 jo. 185 KHI).28 

Mengenai rincian ahli waris di atas dan masing-masing bagian, ternyata 

sebagian ahli waris memiliki kedudukan  dan bagian tertentu yang ditentukan, dan 

                                                 
28 Íbíd., h∂l 118 
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sebagian lagi tidak menyebutkan bagaimana bagian yang tidak disebutkan. Anak dan 

saudara laki-laki atau ayah. Selain kedua golongan ahli waris yang berjumlah orang 

tersebut, ada beberapa ahli waris yang digolongkan sebagai ahli waris dengan cara 

menggolongkan kerabat almarhum, seperti cucu, keponakan, dan paman. Ahli waris 

golongan ini, kedudukan dan bagiannya, dapat ditegaskan dengan memperluas 

pengertian ahli waris langsung sebagai berikut. Anak adalah cucu, ayah adalah kakek, 

ibu adalah nenek, dan saudara kandung adalah keponakan. Oleh karena itu, mereka 

disebut ahli waris karena dasar hukumnya dan cara mereka menjadi ahli waris.29 

Seorang ahli waris yang meninggal sebelum ahli waris, tempatnya dapat 

digantikan oleh putranya. Bagian ahli waris  tidak boleh melebihi  bagian ahli waris 

yang sama dengan bagian ahli waris yang sah (Pasal 185 KHI).  Berdasarkan Pasal 190 

KHI untuk ahli waris yang beristri banyak, setiap istri berhak menerima bagian dari  

harta gonogini  rumah tangga dengan suaminya, dan semua bagian ahli waris menjadi 

hak  ahli waris.  

  KHI memungkinkan ahli waris untuk menyelesaikan warisan setelah ahli 

waris mengetahui warisan (KHI Pasal 183). Kedua, jika harta peninggalan berupa tanah 

pertanian dengan luas kurang dari 2 hektar itu dibagi-bagi untuk mempertahankan 

kesatuannya seperti semula dan dipergunakan untuk kepentingan bersama para ahli 

waris yang bersangkutan,  maka diperlukan uang. Harta benda dapat menjadi milik 

seorang atau lebih ahli waris yang  membayar  ahli waris yang memenuhi syarat 

menurut bagiannya masing-masing (Pasal 189 KHI).30  

                                                 
29 Ídrís Dj∂kf∂r d∂n T∂ufík y∂hy∂, Kompíl∂sí Hukum Kew∂rís∂n Ísl∂m, (J∂k∂rt∂: Duní∂ Pust∂k∂ J∂y∂, 1995),  h∂l 68 
30 Íbíd., h∂l 123 
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Jika ahli waris tidak meninggalkan ahli waris, atau jika ia tidak yakin apakah 

ahli waris adalah, harta itu akan diserahkan  untuk  Islam dan kesejahteraan umum, 

sebagaimana ditentukan oleh Inkuisisi Bytur Mar (No. 191). 31 Baitul Mal  sendiri 

merupakan balai harta benda keagamaan (Pasal 171 KHI).32 

6. Metode Pembagian Waris Menurut KHI 

Pada pembahasan sebelumnya, harta warisan dijelaskan sebagai harta yang 

dimiliki oleh ahli waris atau harta yang ditinggalkan oleh ahli waris berupa haknya (No. 

171dKHI). Berkenaan dengan warisan seorang ahli waris, ada beberapa kewajiban 

yang harus dipenuhi oleh ahli waris sebelum  pembagian warisan terjadi. Pasal 175  (1) 

KHI menyatakan bahwa kewajiban ahli waris terhadap ahli waris adalah sebagai 

berikut:33 

a. Kelola dan selesaikan sampai pemakaman  selesai  

b. Melunasi baik utang dalam bentuk pengobatan dan perawatan, termasuk 

kewajiban ahli waris dan agen penagihan  

c. Penyempurnaan wasiat ahli waris  

d. Bagilah harta warisan di antara ahli waris yang memenuhi syarat 

 

Kewajiban tersebut di atas merupakan tindakan mensucikan harta ahli waris 

guna memenuhi kewajiban untuk  membagi harta ahli waris di antara para ahli waris 

yang sah, dan pelaksanaannya memerlukan biaya yang dapat diperoleh dari harta ahli 

waris.34  

Kelompok pelunasan utang juga mencakup kewajiban ahli waris untuk 

menuntut ganti rugi ahli waris oleh orang lain. Bukan tanggung jawab ahli waris untuk 

membayar hutang dari ahli waris kepada rekan sebangsanya, karena hutang tersebut 

                                                 
31 Íbíd., h∂l 124 
32 Íbíd., h∂l 114 
33 Íbíd., h∂l 118 
34 Ídrís Dj∂kf∂r d∂n T∂ufík y∂hy∂, Kompíl∂sí Hukum Kew∂rís∂n Ísl∂m, (J∂k∂rt∂: Duní∂ Pust∂k∂ J∂y∂, 1995) , h∂l 71 
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tidak diwariskan menurut hukum Islam. Pasal 175 (2) KHI menyatakan bahwa 

“tanggung jawab ahli waris atas hutang atau kewajiban ahli waris terbatas pada jumlah 

atau nilai harta benda”.  Oleh karena itu, utang yang berkaitan dengan hartanya menjadi 

tanggung jawab pewaris, dan tugas ahli waris hanya sebatas membayar utang dari harta 

yang ditinggalkannya. Agar tidak menimbulkan hutang kepada pewaris, perlu untuk 

melakukan transaksi pembayaran  sebelum pemisahan real estat. 

Pelaksanaan wasiat ahli waris akan dilakukan oleh ahli waris kepada orang atau 

lembaga yang memenuhi syarat jika surat wasiat dan biaya pelunasan utang ahli waris 

masih ada setelah dikeluarkannya biaya pemakaman. Wasiat adalah pemberian harta 

benda oleh ahli waris kepada orang pribadi atau badan yang mulai berlaku setelah ahli 

waris meninggal dunia (Pasal 171) KHI.  

 Ketentuan  ini tertuang dalam Pasal 194-209 KHI, yang mengatur secara rinci 

tata cara yang harus diikuti oleh seorang saksi ahli waris. 

7. Aul dan Rad  

Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, jumlah pembagian boleh saja 

sesuai dengan jumlah harta warisan yang akan dibagikan, tetapi dapat mengakibatkan 

kelebihan harta dan  sebaliknya  kekurangan harta dalam bagiannya. Dari masing-

masing ahli waris. Jadi, jika kenyataan di atas terjadi dan Anda memiliki masalah 

dengan pemisahan, Anda dapat menyelesaikan masalah dengan dua cara: 

a. Aul artinya bertambah, dan keberadaan aul dalam hukum waris Islam termasuk 

dalam Pasal 192 KHI. Dalam pembagian  harta warisan di antara para ahli 

warisnya, jika Dzawil Furud menunjukkan bahwa pembilangnya lebih besar dari 
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pada penyebutnya, maka penyebutnya pun demikian. Meteran bertambah dan 

kemudian harta ahli warisnya dibagi  menurut jumlah meter.35   

Oleh karena itu, inti dari  kasus Aul adalah bahwa pembilangnya lebih kecil 

dari pada penyebutnya ketika menjumlahkan bagian dari hak masing-masing ahli 

waris, karena  harta itu tidak dibagikan kepada semua ahli waris yang memenuhi 

syarat menurut setiap tingkat pengajaran. Untuk memperbaikinya, semua ahli waris 

harus menanggung kekurangannya dengan menaikkan penyebut  pecahan menjadi 

pembilangnya.  

 Sebagaimana telah disebutkan, jumlah bagian (cairan) ahli waris adalah 

enam, yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga,  seperenam. 

Penyebab masalah ini disebut juga dengan multiplisitas perkumpulan minimal 

(KPK), namun menurut ilmu pusaka Islam ada tujuh: 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. 

rincian:36 

1) 1) Asal masalah 6, keputusan hanya dapat diulang dengan empat cara. Artinya, 

Soal Asal 6 menjadi 7, 8, 9, dan 10. Contoh: Ahli waris seorang janda, dua 

saudara perempuan, atau dua saudara perempuan yang meninggal. Dan karena 

salah satu harta warisan seorang ibu Rp 40.000, ia tidak mempunyai anak, 

maka janda 1/2, 2 saudara perempuan 2/3, kedua saudara perempuan 1/3, dan 

ibu 1 /. 6. Penyebab soal adalah 6, janda x6 = 3, dua saudara tiri 2/3 x 6 = 4, 

dua saudara tiri 1/3 x 6 = 2 dan ibu 1/6 x 6 = 1. 10 berarti lebih sedikit kekayaan. 

                                                 
35 Kompíl∂sí Hukum Ísl∂m, ... h∂l 125 
36 Ídrís Dj∂kf∂r d∂n T∂ufík y∂hy∂, Kompíl∂sí Hukum Kew∂rís∂n Ísl∂m, (J∂k∂rt∂: Duní∂ Pust∂k∂ J∂y∂, 1995), h∂l 77 
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Menyelesaikannya dengan aul, 6 di aul menjadi 10, sehingga menjadi sebagai 

berikut.37 

Duda = 3/10 x Rp. 40.000,- = Rp. 12.000,- 

2 saudara pr sekandung = 4/10 x Rp. 40.000,- = Rp. 16.000,-  

2 saudara pr seibu = 2/10 x Rp. 40.000,- = Rp. 8.000,  

Ibu = 1/10 x Rp. 40.000,- = Rp. 4.000,  

Jumlah = Rp. 40.000,- 

 

2) Penyebab Masalah 12 hanya dapat didiagnosis dengan tiga cara. Artinya, itu 

adalah penyebab masalah 12 sampai 13, 15, dan 17. Contoh: Jumlah harta waris 

janda, ibu, ayah, dan anak perempuannya adalah Rp. 60.000,. Janda 1/4, ibu 

1/6, ayah 1/6, dan kedua anak perempuan 2/3. Penyebab soal adalah 12, janda 

memiliki x 12 = 3, ibu memiliki 1/6 x 12 = 2, ayah memiliki 1/6 x 12 = 2, dan  

anak perempuan memiliki 2 2/3 x 12 = 8. Angka 15 berarti sedikit. Properti. 

Selesaikan ini dengan  aul,  12  aul menjadi 15, dan solusinya adalah:38 

34 Duda 3/15 x Rp. 60.000,- = Rp. 12.000,-  

Ayah 2/15 x Rp. 60.000,- = Rp. 8.000,-  

Ibu 2/15 x Rp. 60.000,- = Rp. 8.000,- 2 anak pr 8/15 x Rp. 

60.000,- = Rp. 32.000,-  

Jumlah = Rp. 60.000,- 

 

3) Kemunculan dan ketentuan No. 24 hanya dapat diulang dengan satu cara. 

Dengan kata lain, munculnya No 24 sampai 27. Contoh: Seorang ahli waris 
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seorang janda, dua orang anak perempuan, seorang ibu dan seorang ayah 

meninggal dunia karena harta warisan seluruhnya sebesar Rp. 270.000, janda 

mendapat 1/8, 2 anak perempuan mendapat 2/3, ibu mendapat 1/6. Penyebab 

masalah 24,  janda 1/8 x 24 = 3, keduanya perempuan 2/3 x 24 = 16, ibu 1/6 x 

24 = 4, ayah 1/6 x 24 = ke-4 nomor 27 berarti kepemilikan berkurang. Jika ini 

diselesaikan dengan menggunakan metode aul,  24 diaul sama dengan 27 dan 

solusinya adalah:39 

Janda = 3/27 x Rp. 270.000,- = Rp. 30.000,-  

2 anak pr. = 16/27 x Rp. 270.000,- = Rp.160.000,-  

Ibu = 4/27 x Rp. 270.000,- = Rp. 40.000,-  

Ayah = 4/27 x Rp. 270.000,- = Rp. 40.000,-  

Jumlah = Rp.270.000,- 

 
b. Rad artinya kembali, dan keberadaan rad dalam hukum waris Islam tercantum 

dalam Pasal 193 KHI, yang menyatakan: Dalam pembagian harta warisan di antara  

ahli waris Dzawil furud, jika pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya dan 

ternyata tidak ada ahli waris asobah, maka pembagian harta warisan  dilakukan 

secara mendasar, yaitu menurut hak. Masing-masing ahli waris yang tersisa dibagi 

rata di antara mereka.40  

Inti dari  kasus rad adalah  kelebihan harta, dengan pembilang lebih kecil 

dari penyebut, setelah dibagikan kepada semua ahli waris yang memenuhi syarat 

menurut jumlah masing-masing, bersama dengan instruksi untuk menambahkan 

bagian menurut undang-undang masing-masing ahli waris. Dalam hal ini, tidak ada 
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ahli waris yang berhak menerima sisa (asobah). Untuk mengatasinya,  kelebihan 

harta  dikembalikan kepada ahli waris dengan cara menambah pembilang  pecahan 

menjadi penyebutnya.  

Berikut ini adalah contoh rincian masalah roda. Misalnya, jika seorang 

janda, ibu, dan ahli waris dengan total harta warisan Rp 10.800.000 meninggal, 

janda itu menjadi 1/4. Ibu 1/3 saudara tiri 1/6. Penyebab soal adalah 12, janda 

adalah x 12 = 3, ibu adalah 1/3 x 12 = 4, dan  saudara perempuan  ibu adalah 1/6 x 

12 = 2. Angka 9 berarti Anda memiliki kelebihan harta. Saya menghadapi masalah 

ini ketika diselesaikan secara radikal:41 

Janda = 3/9 x Rp 10.800.000,- = Rp 3.600.000,-  

Ibu = 4/9 x Rp 10.800.000,- = Rp 4.800.000,-  

Saudara pr = 2/9 x Rp 10.800.000,- = Rp 2.400.000,-  

Jumlah = Rp 10.800.000,- 

 

Solusi mendasar ini adalah tindakan kebijaksanaan dan hanya digunakan dalam 

situasi tertentu di mana kebaikan dan keadilan membutuhkannya, tanpa menghindari 

ketakutan yang ditunjuk oleh Tuhan. Dengan cara ini, kesulitan  memecahkan masalah 

pembagian warisan dapat berhasil diselesaikan dalam situasi tertentu. 42 Akhirnya, jika 

ahli waris tidak meninggalkan ahli waris, atau ahli waris tidak dikenal, menurut Pasal 

191 KHI dan menurut keputusan Inkuisisi, harta itu untuk Islam dan untuk kepentingan 

umum, akan dialihkan kepada.43 

 

                                                 
41 Ídrís Dj∂kf∂r d∂n T∂ufík y∂hy∂, Kompíl∂sí Hukum Kew∂rís∂n Ísl∂m, (J∂k∂rt∂: Duní∂ Pust∂k∂ J∂y∂, 1995),  h∂l 79 
42 Íbíd,... h∂l 81 
43 Kompíl∂sí Hukum Ísl∂m,... h∂l 124 
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8. Penghalang Terlaksanakannya Hak waris Menurut KHI 

Ada beberapa hal yang dapat membatalkan hak ahli waris atas harta 

peninggalan almarhum. Pasal 172 menjelaskan bahwa syarat utama pewarisan adalah 

Islam. Artinya, mereka yang bukan milik agama Islam, atau yang bukan milik ahli 

waris dan agama lain, tidak berhak atas warisan. Dia kehilangan hak untuk mewarisi. 

Perbedaan agama itu dapat diturunkan dari ketentuan Pasal 171b dan cjo. Pasal 172 

KHI juga secara implisit menghalangi hak  ahli waris atas warisan.44  

Kedua, Pasal 173 KHI menjelaskan bahwa ketentuan umum mengenai 

golongan dikecualikan dari pewarisan. Yaitu mereka yang membunuh, berusaha 

membunuh, atau menganiaya ahli warisnya (Pasal 173a KHI) dan mereka yang 

menuduh pewaris telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 

lima tahun  atau hukum yang lebih tegas (Pasal 173b KHI).45  

Pertanyaan yang sering diajukan terkait masalah ini harus dipertimbangkan 

dalam cara si pembunuh mewujudkan niat jahatnya terhadap ahli waris. Dalam kasus 

seperti itu, tidak mudah untuk mengidentifikasi si pembunuh, karena seseorang 

mungkin telah melakukan pembunuhan dengan bantuan seseorang atau dengan racun.  

 Oleh karena itu, peran hakim dalam menentukan kebenaran materil akan 

menjadi fokus akhir penyuntingan untuk menentukan sifat pembunuhan dan tuduhan, 

apakah hasilnya menjadi hambatan atau tidak.46 
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b. Wasiat Menurut KHI 

1. Pengertian Wasiat 

Wasiat adalah surat wasiat dari seseorang kepada orang lain  sesuai dengan 

amanatnya setelah pewaris meninggal dunia, dan merupakan wasiat yang sah bahkan 

setelah kematian wasiat, dan  wasiat berarti surat wasiat. Atau, berupa wasiat pewaris, 

suatu perkataan yang diberikan oleh seseorang kepada  orang lain, terutama setelah 

kematiannya.47 

Sebagaimana dinyatakan dalam KHI, wasiat adalah pemberian barang dari ahli 

waris kepada orang  atau lembaga lain dan berlaku setelah ahli waris meninggal dunia 

(Pasal 171) KHI. 48 Selain itu, wasiat adalah surat wasiat dari seseorang tentang apa 

yang akan terjadi pada hartanya setelah kematiannya. Apabila ahli waris sudah berumur 

21 tahun atau lebih, bebas memilih, dan tidak dapat dipaksakan, maka sebagian harta 

benda dapat diwariskan kepada orang atau lembaga lain (Pasal 194, Ayat 1 KHI). 

Selain itu, harta warisan harus menjadi milik pewaris (Pasal 194, Ayat 2, KHI). Perlu 

diperhatikan bahwa kepemilikan harta wasiat hanya dapat diwujudkan setelah pewaris 

meninggal dunia (Pasal 194, Ayat 3, KHI).  

2. Rukun dan Syarat Wasiat 

a. Orang yang berwasiat  

Ada dua syarat kumulatif bagi seseorang untuk mewariskan sebagian dari 

kekayaannya. Dua syarat itu adalah (1) berusia 21 tahun atau lebih dan (2) memiliki 

pikiran yang sehat. Syarat lainnya adalah bahwa kehendak harus diciptakan oleh 

                                                 
47 H.M Ídrís R∂mulyo, Perb∂ndíng∂n Hukum Kew∂rís∂n Ísl∂m Deng∂n Kew∂rís∂n Kít∂p Und∂ng-Und∂ng Hukum 

Perd∂t∂, (J∂k∂rt∂: Sín∂r Gr∂fík∂, 2004), h∂l 105 
48 Kompíl∂sí Hukum Ísl∂m,... h∂l 114 
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orang lain tanpa paksaan. Hal ini diatur dalam Pasal 194, Ayat 1 Garis Besar 

Hukum Islam. 49 Koleksi Hukum Islam menggunakan batasan usia untuk 

menentukan apakah seseorang dapat bertindak secara hukum, yaitu setidaknya 

berusia 21 tahun. Pada umumnya anak-anak di bawah usia 21 tahun di Indonesia 

tidak dianggap memiliki atau memiliki hak milik karena bergantung pada orang 

tuanya kecuali mereka telah menikah. Agar orang dapat mengungkapkan 

keinginannya, ia harus memiliki jantung yang sehat. Kondisi ini logis dan harus 

disertakan. Jika tidak, akan sulit untuk melihat apakah seseorang benar-benar ingin 

mewariskan kekayaannya. 

b. Orang yang menerima wasiat 

Berdasarkan Pasal 171 (f), pewaris dapat diketahui sebagai (1) orang dan 

(2) lembaga. Pasal 196 mengatur bahwa  secara tertulis atau lisan harus dinyatakan 

secara tegas siapa atau lembaga mana yang bertanggung jawab menerima harta 

warisan. 50 Pada prinsipnya, siapa pun dapat menjadi pewaris, kecuali pewarisnya 

sendiri. Ada beberapa pengecualian untuk ini, seperti yang dijelaskan dalam Bagian 

195  (3), Bagian 207 dan Bagian 208, bagi mereka yang tidak dapat membuat 

wasiat. 

a) Pasal 195  (3) menyatakan bahwa wasiat hanya berlaku bagi ahli waris jika 

disetujui oleh semua ahli waris.  

b) Pasal 207 menyatakan bahwa keinginan seseorang untuk memberikan 

pelayanan perawatan jangka panjang kepada seseorang, dan seseorang untuk 

memberikan pelayanan pastoral dalam hal sakit, tidak diperbolehkan sampai 

                                                 
49 Íbíd ,.. h∂l 125 
50 Íbíd,.. h∂l 126 



33 

 

 

 

kematian, kecuali pembayaran kembali pelayanan tersebut secara tegas dan 

tegas diberikan. .Kata.  

c) Pasal 208 menyatakan bahwa wasiat tidak sah jika notaris dan saksi membuat 

akta.  

Penyusunan syariat Islam di tengah kontroversi apakah ahli waris boleh 

memiliki wasiat. Orang sakit biasanya tidak berdaya secara mental dan fisik. 

Karena itu, mudah untuk bersimpati dengan mereka yang membantu orang sakit. 

Dalam situasi ini, mudah untuk bersimpati dengan eksekutor. Untuk mencegah 

ekspresi emosi yang berlebihan seperti itu, pembatasan hukum diberlakukan untuk 

mencegah pihak lain (misalnya ahli waris)  dirugikan.  

 Ketentuan Pasal 207 KHI didasarkan pada gagasan bahwa kualifikasi 

diperlukan karena tidak tepat untuk mengatakan bahwa emosi orang sakit itu "tidak 

rasional", tetapi dalam kenyataannya. .. Namun yang tampak mengaburkan 

penafsiran  adalah klausa yang terkandung dalam pasal tersebut. Artinya, "kecuali 

jika dinyatakan dengan jelas dan jelas bahwa manfaat akan dibayar kembali."51 

3. Barang wasiat 

Pasal 171  (f) KHI menyebut "benda" sebagai benda pusaka. Kompilasi hukum 

Islam membedakan antara apa yang  bergerak dan apa yang tidak. Pasal 200  

menyatakan bahwa jika suatu barang wasiat  berupa barang wasiat mengalami 

penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum meninggalnya pewaris karena alasan 

yang baik, maka pewaris hanya akan menerima sisa harta itu saja.  
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Waisiat juga merupakan hasil atau penggunaan suatu objek tertentu. Ini sesuai 

dengan Pasal 198 Garis Besar Hukum Islam dan menyatakan: Kehendak berupa hasil  

suatu benda atau penggunaan suatu benda memerlukan istilah yang jelas. Batas waktu 

yang diatur dalam kumpulan hukum Islam dimaksudkan  untuk mewujudkan tertib 

administrasi.  

4. Redaksi (Sighat) Wasiat 

Pada prinsipnya, wasiat dapat dilaksanakan dalam pasal pokok yang jelas 

(Shighat). Wasiat dapat dibuat secara tertulis dan tidak memerlukan jawaban (qabul) 

atau penerimaan  langsung. Dalam  kehidupan sekarang ini, cara-cara di atas tentu  

mengurangi kepastian hukum. Oleh karena itu, kehendak adalah Seni. 195 paragraf 

Berdasarkan 1KHI, perlu diatur mengenai kemampuan pembuktian di depan dua orang 

saksi secara lisan, di depan dua orang saksi, atau di depan notaris. 52 Dailam paisal 20i3 

aiyat (1 i) KiHiI dikaitakan: “Begitu wasiat dibuat, akan disimpan di tempat notaris di mana 

wasiat itu dibuat, atau di tempat lain, termasuk wasiat.” Setelah pewaris meninggal 

dunia, seorang saksi sederhana atau notaris akan mengesahkan wasiat untuk menjamin 

kelancaran pelaksanaan wasiat. 

5. Batasan Wasiat 

Sebagai aturan umum, wasiat hanya diperbolehkan hingga sepertiga dari harta 

warisan kecuali  semua ahli waris setuju. Tujuan pembatasan ini adalah untuk 

melindungi kepentingan ahli waris  lain dan untuk menjamin bahwa ahli waris tetap 

mewarisi hartanya. Wasiat itu sah jika pewaris ingin mewarisi lebih dari sepertiga dari 

harta warisan dan niat ini telah disetujui oleh ahli waris lain. Akan tetapi, ahli waris 
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hanya dapat menerima harta dari ahli waris melalui hibah atau hadiah, sehingga wasiat 

hanya dapat dibuat untuk bukan ahli waris. Ini adalah Seni. 195 Para. Hal ini diatur 

oleh 2KHI dan menyatakan bahwa wasiat hanya diperbolehkan hingga sepertiga dari 

harta warisan kecuali  semua ahli waris setuju. Pasal 201 KHI menyatakan bahwa jika 

wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, dan ahli waris lainnya tidak setuju, wasiat 

hanya dibuat hingga sepertiga. 

6. Pembatalan Wasiat 

a. Batalnya wasiat  

Menurut Pasal 197 KHI, wasiat dapat dicabut oleh hakim hukum yang 

mapan dalam hal:53  

a) Didakwa atas pembunuhan atau percobaan pembunuhan atau 

penganiayaan serius terhadap almarhum  

b) Almarhum telah dituduh melaporkan tindak pidana dengan pidana 

penjara lima tahun  atau lebih.  

c) pewaris telah dituduh memaksa atau mengancam untuk mencegah 

pewaris membuat, mencabut, atau mengubah surat wasiat demi surat 

wasiat di masa depan.  

d) pewaris telah dituduh menggelapkan, merusak atau merusak pewaris.  

 

Dari sekian banyak faktor yang menyebabkan batalnya surat wasiat, 

pembunuhan atas surat wasiat adalah faktor paling serius yang menghalangi 

seseorang untuk mendapatkan surat wasiat. Selain itu, Pasal 197  (2) KUHP 

menyatakan bahwa jika seseorang yang ditunjuk untuk menerima wasiat menerima 

wasiat, maka wasiat tersebut menjadi batal.54  

a) Ketidaktahuan akan adanya wasiat  sampai kematiannya sebelum 

meninggalnya pewaris.  

b) Dia mengetahui keberadaan wasiat, tetapi menolak untuk menerimanya.  

c) Mengetahui adanya wasiat, tetapi tidak  menyatakan penerimaan atau 

penolakan sampai pewaris meninggal sebelum kematiannya.  
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Dalam ayat 3 disebutkan bahwa wasiat akan  batal jika barang-barang yang 

tersisa dimusnahkan.  

b. Cabutnya Wasiat 

Sebagai aturan umum, jika pewaris tidak setuju atau secara eksplisit setuju 

tetapi menarik wasiat, wasiat dapat dicabut. Hal ini diatur dalam Pasal 199 (1) 

KUHAP, dan pewaris dapat mencabut wasiat selama pewaris tidak menyatakan 

persetujuannya atau telah menyatakan persetujuannya dan kemudian menarik 

wasiatnya, dikatakan bisa.  

Jika calon akan setuju atau tidak mencabut persetujuan, wasiat tidak dapat 

dicabut. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa kumpulan hukum Islam tidak 

menganggap wasiat sebagai perbuatan hukum sepihak, tetapi seolah-olah 

merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kontrak hanya dapat diakhiri 

dengan persetujuan kedua belah pihak.  

Pasal 199 ayat 2 Kitab Hukum Islam menyatakan bahwa pencabutan wasiat 

dapat dilakukan dengan lisan di hadapan dua orang saksi, atau secara tertulis di 

hadapan dua orang saksi, atau dalam akta notaris. itu berdasarkan. Surat wasiat 

sebelumnya dibuat secara lisan. Jika wasiat ditulis secara tertulis, hanya dapat 

dicabut secara tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan akta notaris. 

Wasiat yang dibuat pada akta notaris hanya dapat dicabut pada akta notaris.55 

 

 

 

                                                 
55 Íbíd ,..h∂l 127 



 

37 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan resear ich. Karena research berasal 

dari bahasa Inggris yaitu research yang berasal dari kata re(re) search (pencarian), maka 

penelitian yang termasuk istilah research bisa juga diartikan sebagai pencarian. Kegiatan 

penelitian ini didasari oleh rasa ingin tahu seseorang yang disebut  peneliti ketika 

melakukan kegiatan penelitian. Penelitian merupakan bentuk ekspresi rasa ingin tahu yang 

berlangsung dalam bentuk  kegiatan penelitian  ilmiah. Penyelidikan ini tergantung pada 

apa yang Anda selidiki dengan mencari penyebab dan dampak yang terjadi atau terjadi 

dalam penielitian Anda.56 

Berdasarkan berbagai jenis penelitian yang ada,  penulis menggunakan  penelitian 

normatif dan empiris dalam penelitian ini. Jenis Penyelidikan “Hukum normatif adalah 

penyidikan hukum yang dilakukan dengan menyelidiki bahan pustaka dan data 

sekunder”.57 “Dalam pemeriksaan hukum jenis ini,  hukum sering dipahami sebagai  yang 

ditetapkan oleh undang-undang, atau hukum dikonseptualisasikan sebagai suatu aturan 

atau norma yang merupakan standar tingkah laku manusia yang dianggap wajar.”58 

Sedangkan jenis penelitian empiris adalah metode penelitian yang mengkaji fungsi  

hukum dan aturan dalam  penerapannya pada kerangka sosial. Metode penelitian ini disebut 

juga  penelitian sosiologi hukum karena juga penelitian tentang orang-orang yang hidup 

dalam hubungannya dengan orang lain dan masyarakat. Untuk suatu  kenyataan yang 

                                                 
56 B∂mb∂ng Sunggono, Metodologí Penelítí∂n Hukum, J∂k∂rt∂:PT.R∂j∂Gr∂fíndo Pers∂d∂, 2007, h∂l.27-28. 
57 Soerjono Soek∂nto & Srí M∂mudjí, Penelítí∂n Hukum Norm∂tíf : Su∂tu Tínj∂u∂n Síngk∂t, PT. J∂k∂rt∂ :R∂j∂ Gr∂fíndo 

Pers∂d∂, 2003, h∂l. 13. 
58 Peter M∂hmud M∂rzukí, Penelítí∂n Hukum, J∂k∂rt∂,:Kenc∂n∂ Pren∂d∂, 2010, h∂l. 35 
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kebetulan terekam dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau instansi pemerintah.  

Menurut Ronny Soemitro, penyelidikan hukum empiris atau sosiologis adalah 

penyelidikan hukum dengan menggunakan data primer atau  data yang diperoleh langsung 

dari suatu sumber. 59Dalam studi empiris, data primer terutama diselidiki.60 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan survei yang  digunakan dalam survei ini adalah sebagai berikut:  

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan persoalan langsung (legal issue), khususnya di bidang 

kewarisan. Pendekatan hukum adalah pendekatan yang berlangsung melalui kajian 

teori-teori konseptual, asas-asas hukum, dan peraturan-peraturan hukum  yang 

berkaitan dengan penelitian. Secara hukum, terutama dengan mempertimbangkan 

peraturan perundang-undangan tentang hukum waris. 

2. Pendekatan Sosiologis (sociological approach) 

Pendekatan sosiologis menekankan pada penelitian yang bertujuan untuk 

memperoleh pengetahuan hukum  empiris dengan secara langsung menangani subyek 

masyarakat dan masalahnya. 
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C. Jenis Data Dan Bahan Hukum 

1. Data Primer 

Data  penelitian hukum adalah data yang  diperoleh langsung di lapangan. Dalam 

penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari sumbernya.61 

2. Data Sekunder 

Data sekunder membantu melengkapi atau mendukung data primer. Menurut 

Soejono, Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder meliputi dokumen dinas, buku, 

bahkan  penelitian yang berupa laporan. 62  

 Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tersier.  

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum utama adalah bahan hukum otoritatif. H. Mereka memiliki 

kewenangan untuk menjadi hasil dari tindakan atau kegiatan  lembaga berlisensi. 

Sumber hukum utama meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

penyidikan yang dilakukan.63 

a. Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 

b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

c. Intruksi Presiden 1 Tahun 1991 

d. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Tentang Ketentuan 

Umum   

e. Kompilasi Hukum Islam Pasal 172-175 Tentang Ahli Waris 

f. Kompilasi Hukum Islam Pasal 176-191 Tentang Besaran 

Bagiannya 

g. Kompilasi Hukum Islam Pasal 192-193 Tentang Aul Dan 

Radd 

h. Kompilasi Hukum Islam Pasal 194-209 Tentang Wasiat  

                                                 
61 Íbíd, h∂l.192. 
62 Soejono Soek∂nto, Peng∂nt∂r Penelítí∂n Hukum, UÍ Press: J∂k∂rt∂, 2017, h∂l:12.  
63 Muktí F∂j∂r & Yulí∂nto ∂chm∂d, Du∂lísme Penelítí∂n Hukum Norm∂tíf & Empírís, Pust∂k∂ Pel∂j∂r: Yogy∂k∂rt∂, 2010, 

h∂l.157. 
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2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum 

primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku,  majalah, putusan hakim, majalah, 

surat kabar cetak/elektronik. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan perundang-undangan 

primer dan  sekunder berupa kamus perundang-undangan, kamus besar bahasa 

Indonesia, kamus bahasa Arab, dan kamus bahasa asing lainnya. 

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Dan Data 

Teknik pengumpulan data berikut digunakan untuk melakukan survei ini: 

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Metode penelusuran hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka  baik 

bahan hukum primer, sekunder, maupun  tersier.64 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan yang digunakan peneliti adalah wawancara atau proses tanya 

jawab antara peneliti dengan perwakilan nara sumber untuk memperoleh informasi.  

 Wawancara adalah salah satu teknik yang paling sering digunakan dalam 

penyelidikan hukum empiris.65 

 

 

 

 

                                                 
64 Op.,Cít., h∂l:160.  
65 Op.,Cít.,h∂l:161 
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E. Teknik Analisa Bahan Hukum Dan Data 

Setelah bahan  dan data hukum terkumpul, peneliti mengidentifikasi dan memilih 

bahan hukum dan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum dan data 

tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu  

analisis hukum berdasarkan bahan pustaka dan hasil wawancara dengan responden dan 

informan, sehingga diperoleh data yang memenuhi kecocokan data yang dipersyaratkan 

dan disajikan serangkaian data. Dari kata dan frase. .. Hasilnya sekarang dapat digunakan 

sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah yang diselidiki. Setelah menganalisis 

bahan  dan data hukum, digunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan. Dengan 

kata lain, itu adalah kesimpulan dari fakta umum ke fakta khusus.  

 


